SALINAN J

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjalnspektorat
Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

10.

L1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor &)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor
20).

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Lamongan.

Bupati adalah Bupati Lamongan.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten
Lamongan.
Inspektur adalah Inspektur pada

InspektoratKabupaten Lamongan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas dan fungsi badan daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk
mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi,
misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, Dbersih dan
bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh
Bupati kepada Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, vyang
selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang
berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir
masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada
DPRD.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.
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Urusan Pemerintahan Wajib adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang pengawasan daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin
oleh seorang Inspektur yang secara operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati dan secara teknik administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.
b.

R ™o a0

Inspektur;

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Pembantu Investigasi,

Jabatan fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan  urusan  pemerintahan di  daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa dan  pelaksanaan  urusan
Pemerintahan Desa di bidang pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, Inspektur mempunyai fungsi:

a. penetapan petunjuk operasional masing-masing
program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;

b. penetapan dan pengendalianStandar Operasional
Prosedur penyelenggaraan masing-masing program
dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;

c. perumusan dan penetapan bahan kebijakan
petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan
penilain terhadap tlngkat keberhasilan pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah dan desa;

d. penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non
PKPT;

e. penyelenggaraan  pengujian terhadap laporan
keuangan perangkat daerah;

f. penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran
laporan atau pengaduan tentang hambatan,
penyimpangan atau penyalahgunaan tugas
perangkat daerah;

g. penyelenggaraan  pembinaan, koordinasi dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
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h. penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/
pengawasan di lingkungan Inspektorat;

i. penyelenggaraankoordinasi danreview laporan
keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan
mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LAKIP Pemerintah
Daerah;

j.  penyelenggaraan  pengawasan terhadap dana
bantuan atas dasar permintaan;

k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait
pelaksanaan tugas Inspektorat;

1. pengendalian dan pengesahan laporan keuangan
Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati
melalui  Sekretaris  Daerah  sebagai  bahan
pertanggungjawaban keuangan;

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf bmempunyai tugas melaksanakan pengkajian
bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi
penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan
pelayanan admnistratif dan fungsional di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan
administrasi umum.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian program kerja
sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta
pelaporan;



(1)

penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan
teknis di bidang penyusunan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta
pelaporan;

pengendalian administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan

anggaran,

penyelenggaraan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

penyelenggaraan dokumentasi peraturan

perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan
hubungan masyarakat;

penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan
kearsipan;

penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan
jabatan fungsional,

menyelenggarakann pengkajian bahan perumusan
rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
penyeliaan telaahan staf sebagal bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja
terkait;

penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di
bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum
dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 huruf b angka
1 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penvusunan program kerja Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan,

b. melaksanakan koordinasi dalam  penvusunan
program kerja di lingkup Inspektorat;

¢. melaksanakan penyusunan bahan perumusan
LKjIP, LPPD, LKPJ lingkup Inspektorat;

d. melaksanakan penvusunan bahan  kerjasania,
penelitian dan koordinasi pelaksanaan program
reformasi birokrasi lingkup Inspektorat;

e. melaksanakan  koordinasi  dalam  perumuson
bahan Rencona Pembangunan Jangka Mencrigalh
Dacrah, Rencana  Strategis. Rencana ke,

Indikator kinerja Utama, Perjangian hanerjo
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dokumen perencanaan lainnya sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
teknis penyusunan rencana operasional berupa
petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur.
dan Indeks Kepuasan Masvarakat i lingkungan
Inspektorat;

melaksanakan  koordinast  dalam  perumusan
bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran serta perubahan
anggaran sesual ketentuan dan plafon angearan
yvang ditetapkan;

melaksanakan penyusunan pembuatan daltar
gaji dan tunjangan daerah serta pembavaran
lainnya;

melaksanakan administrasi anggaran. verifikas
keuangan, pertanggungjawaban dan laporan
keuangan;

melaksanakan  koordinast  dan  penvusunan
bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
hingkup Inspektorat;

melakukan monitormg, evaluasr dan pelaporan
pelaksanan tugas sccara rutun dan mmsidental
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan

oleh Sckretaris  sesuar  dengan  tuga

T

o

fungsinya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2

mempunyai tugas :

a.

melaksanakan penyusunan program kerja Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi
Sub Bagian evaluasi dan pelaporan;

memeriksa inventarisasi hasil pengawasan dan
tindaklanjut hasil pengawasan;

melaksanakan pengadministrasian laporan hasil
pengawasan,;

melaksanakan penyusunan bahan laporan hasil
pengawasan;

melaksanakan  penyusunan  statistik  hasil
pengawasan,;

melaksanakan penyusunan bahan
penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
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melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di
bidang evaluasi dan pelaporan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan
msidental Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
olech  Sekretaris sesuat dengan tugas dan

fungsinva.
o 5

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalamPasal 3 huruf b angka 3 mempunyai

tugas:

el

d.

h.

melaksanakan penyusunan program kerja Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan  pengelolaan  tata  persuratan
tatalaksana, dan kearsipan:

melaksanakan  penyusunan  bahan  urusan
administrast  kepegawaian  dan  peningkatan
sumber davi manusia kepegawaian;
melaksanakan penvusunan rencana kebutuhan
saranad dan prasdaralla, penguriisall

tangga, perlengkapan, pemelitharaan/perawiatam
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnva
serta  ketertiban, keindahan dan  keamanan
kantor;

melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan
aset;

melaksanakan penyusunan  bahan  penghkajian
penataan kelembagaan, analisis jabatan, anabisis
beban  kerja dan evaluasi  jabatan  lingkiop
Inspektorat:

melakukan  administras:  perjalanan dinas,
keprotokolan, urusan hubungan masvarakat don
pengelolaan mioriasy publik,

melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan
insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh  Sekretaris  sesuai dengan  tueas  do

fungsinya.
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Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu

(1)

Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu
Wilayah 1II, danlnspektur Pembantu Wilayah IlI
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
dan kasus pengaduan di bidang pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-
masing wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I,

Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur

Pembantu Wilayahlll mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian RPJPD, RPJMD,
RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuail
bidang tugasnya;

b. penyelenggaraan pengkajian program kerja
pengawasan pemerintah bidang pembangunan,
pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-
masing wilayah kerjanya;

c. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan
Pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah di wilayah kerja;

d. pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
perangkat daerah di wilayah kerja;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
perangkat daerah di wilayah kerja,;

f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah di wilayah kerja;

g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah terkait;
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(2)
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h. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pembinaan dan pengawasan dengan pengawas
internal Pemerintah lainnya,;

i. pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut
hasil pengawasan pada masing-masing wilayah
kerja;

j. penyelenggaraananalisis dan verifikasi hasil
pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah di wilayah kerja;

k. penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang
dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada pimpinan;

m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 11

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan

di bidang tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan
tindak pidana korupsi,

b. penyelenggaraan pengkajian RPJPD, RPJMD,
RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP,
Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai
bidang tugasnya;

c. penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP
Korsupgah  Komisi Pemberantasan  Korupsi
Republik Indonesia serta melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi
pemberantasan  korupsi  terintegrasi = yang
dilakukan oleh Korsupgah Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
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penyelenggaraan  monitoring dan  evaluasi
terhadap pencapaian rencana aksi Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan
monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian
dan pengelolaan LHKPN/LHKSN;
penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit
Pengendalian  Gratifikasi  dan Melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan
Unit Pengendalian Gratifikasi;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim
saber pungli dan melakukan sosialisasi saber
pungli;

penyelenggaraan  monitoring dan  evaluasi
terhadap pelaksanaan saber pungli;
penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan
maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta
melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP
Kabupaten Lamongan;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan
reformasi birokrasi;

penyelenggaraan monitoring pelaksanaan
Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona
Integritas;

penyelenggaraan monitoring penerapan Wistle
Blowing System,

penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan
tertentu  melalui pemeriksaan, pengusutan,
pengujian terhadap indikasi tindak pidana
korupsi atas penugasan dari pimpinan,;

. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah terkait;
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pencegahan  tindak  pidana  korupsi dan
pengawasan untuk tujuan tertentu dengan
pengawas eksternal pemerintah dan Aparat
Penegak Hukum,;

penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok memberikan pelayanan fungsional
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan
keterampilannya.

Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Inspektur  melaksanakan tugas baik teknis
operasional maupun teknis administratif berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan
tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional
dengan instansi lain yang berkaitan dengan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi.

Inspektur wajib memimpin dan memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan.

Inspektur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasan serta
menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
Dalam penyampaian laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.



(7) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dan unit
organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat
berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan.

Pasal 14

(1) Inspektur dan masing-masing pimpinan unit kerja
dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan
fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas
tambahan sepanjang masih berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada
bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di
dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari setiap
bawahan yang diberi beban tugas tambahan.

(4) Bawahan vyang diberi tugas tambahan wajib
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
pimpinan yang menugaskan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Inspektorat yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah
ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas
sampal dengan dilantiknya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan
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(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016
Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
Diundangkan di Lamongan FADELI
pada tanggal 23 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd. it
HERY PRANOTO Salinan-seésuai dengan aslinva

< 'KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN e :
TAHUN 2020 NOMOR 70 . :

* -JOKO NURSIYANTO
NIP/ 99680114 198801 1 00|
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